MBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
LEMB :

NOMOR 02 SERIC TAHUN 2003
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 02 TAHUN 2003
L
E

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAKAI;}:;RTU
HASIL UJI ALAT UKUR, TAKAR, TIMB .
DAN PERLENGKAPANNYA

Diterbitkan Olels :
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
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r PERATURAN DAERAH KABUPATEN Gow A |
NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTAN G

US| PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU HASIL ulJl

iB
RETRI R, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA ESA

BUPATI GOWA

Menimbang a. bahwa dalam rangka menghadapi
perkembangan ekonomi', maka pelayanan
kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan,
antara lain dalam memberikan perlindungan
erhadap konsumen;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
maka perlu dilakukan pembinaan terhadap
penggunaan alat ukur, takar, timbangan dan
perlengkapannya (UTTP);

c. bahwa untuk maksud tersebut poin a dan b,

maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Fembentukan Daerah- daerah Tingkat Il di

Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959

1

e t—
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LY |

Tambahan Lembaran Negara R >

Nomor 7

U ndang‘““d""ll Nomor 2 Tahun 1931 ‘emang

Metrolog 1€
18] Nomor 11, T

aal (Lembaran Negara Rl Tahun

ambahan Lembaran Negar,

R Nomor 3 193).
g Nomor i8 Tahun 1997 tentang

Undang-undan
pajak Dacrah dan Retribusi Daerah ( Lgmhmn
Negara Rl Tahun 1997 Nomor 41, Tambahg;,
Lcr;nbaran Negara Rl Nomor 3685);

~ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Peilindungan Konsumen { Lembaran Necgarn
Rl Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
i.embaran Negara Rl Nomor 3821);

~ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun {999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerinta!
Pusat dan Dacrah (l.embaran Negara R
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembar®!

Negara RI Nomor 3848),
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10.

I1.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang—undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerap dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara R] Tahun
2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4048):

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom,
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4139);

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahua 1999
tentang Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden,; : .
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5
Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat Il Gowa (Lembaran

3
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y 2 h Tinek 3
| 4 Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat || GO\\,.a.

Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5y

Dengan persetujuan

VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN Gow,
DE\ -

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN Gow,
TENTANG RETRIBUSI ~ PENGGANTIAN By,
CETAK KARTU HASIL UJI ALAT UKUR, TAK g
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Menetapkan :

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Gowa ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ;

Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;

P e 1

Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perser®
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Ustl

Milik Negara atau Daerah dengan atas nama dan bentuk apap

s
2
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Rty 0asll: MILIACH3 Kartu untuk Mencatat da(q
i 1ents : a 1dent;

kepcmlllkan jenis Alat Ukur Takar Timbang Perlenok s

=X E‘,apan dan

, rujian yang harus dimiliki oleh sef;
hasil pengujiany *h1 oleh setiap Pen
gguna alat yk
ur,

rakar, timbang dan perlengkapannya:

Alat ukur adalahl alat‘ yang dipernuntukan atau dipaka; sebagaj
pengukuran kwantitas dan atau kwalitas:

7 Alat Takar adaiak Alat yang diperuntukkan ata, dipakaj sebagai
pengukuran kwantitas atau penakaran:

g Alat Timbang adalah Alat yang dipergunakah atau dipakai sebagai
pengukuran massa atau Timbangan;

9. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai
sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar,
timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan
penimbangan;

i0. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati atau oleh orang pribadi
atau badan;

II. Subyek/wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut pératuran perundang-undangan retribusi diwajib'kan untuk.
melakukan pembayaran retribusi;

12 Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas wakty bagai wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa

Pelayanan:
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I 13 Surat Kepulusan Retribusi Daerah, vang disingkay SKRpy
Surat Keputusan yang menentukan besatnya jumia i
=Mty

"hlqh

M _y:lhg
(crutang. |

14 Surat Tagihan Retribusi Dacrah, vang disingkat STRD "

M Sury

untuk melakukan tagihan retnibust dan atay sanksi g T g
a LT E;

{

berupa bunga dan atau denda:

1S Pemeriksaan  adalah serangkaian  Kegiatan untak
fihm _

mengumpulkan dan mengelolah data dan/atay Keteranyap laing,
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribus; :lam
berdasarkan Peraturan Perundang-undargan Retribusi Daeraly;

16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawg; Negen
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencar; SCrty

mengumpulkan oukti, yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak

Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi, seria menemukan |

tersangkanya.

BAB Il
NAMA, CBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Hasil Up
Alat Ukur, Takar, Timbang dan periengkapannya dipurgut pembaya®”

atas pelayanan yang diberikan.
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Pasal 3

Oby©
Pcngujl‘a
Lang melipudl :
-I p,:m{lm!;:.

5 Ukur Panjang (Meter):

-
.‘-

4 Takaran (Liter);

5 Anak Timbangan Emas (Perset):

6. Anak timbangan obat (Perset);
7. Anak Timbangan Miligram;

§. Neraca Obat; |

9. Neraca Emas:

10. Neraca Biasa:

I1. Timbangan Senticimal;
|
1

[ ]

. Timbangan Desimal;

W

. Timbangan Meja;

14. Timbangan Dacing Logam;
13. Timbangan Pegas;

16. Timbangan Kuadran;

17. Timbangan Bobot Ingsut Meja;

18, Timbangan Bobot [ngsut Tanah;

9. Timbangan Cepat Meja;

L Retribusi adalah Penggantian Biaya Cetak

o terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang d

Anak Timibangan biasa (Perset).

Kartu Hasil

)
an | erlengkapannya
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20. Timbangan Cepal Tanai.
71. Timbangan Jembatan:

. Tangki Ukur Mobil:

3. Pompa UKur BBM:

2

B

[

4. Neraca Analisa:

9

. Timbangan Elektronik;

9
n

6. Argo Taxi;

D

7 KWH Listrix.

9

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang

menegunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya

BAB II1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

Melindungi masyarakat terhadap alai ukur, takar, timbang dar
perlengkapannya.yang tidak memenuhi standar yang bertujuan untuk

memberikan perlindungan konsumen,
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BAB IV
KEWAJIBAN PENGGUNA ALAT

Pasal 6
getiap Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dimitiki
1. ) o« L b < ks 11 : - ',‘ ae
baik perorangan maupun adan hukum wajib dilakukan pengujian, dan

dilengkapi dengan kartu hasil uji

BABV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Hasil Uji alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Umum.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal &

) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif

didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama

dengan biaya penyelenggaraan pengadaan kartu pemberian izin.

e
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) qne
dra

biaya administrasi, transportasi, Operasional gy,

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TaA

‘Pasal 9

(1). Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan i
e1'IIS

yang digunakan

(2). Biaya Retribusi ditetapkan sebagai berikut -

e

la aip s

L
by, P
qaan

}{IF?I{ETTTKIEiljsl

No Jenis Alat UTTP Besamyﬁm

1 Pemaras/Takaran (Liter); Rp. 209- /Bﬁﬁj‘

2 | Ukur Panjang (Meter), Rp. 500,-/Bush |

3 | Anak Timbangan biasa (Perset); Rp. 1.500,-/Set

4 | Timbangan Emas (Perset); Rp. 10.500,-/ Set

5 Timbangan obat (Perset), Rp 2.500,-/3t

6 | Timbangan Miligram; Rp. 2.000-/5¢

7 | Neraca Obat; Rp. 10.000,-/Buet

8 | Neraca Emas; Rp. 10,000,-18113:

9 | Neraca Riasz; Rp. 3 ‘000’-;2;

10 | Timbangan Senticimal; Rp. 10‘000’_“3“ 0

11 | Timbangan Desimal; ;__ﬂ’R_P//ZS/OO/Il |
4
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11 Timbangan Dacing Logam; Rp. 2. 500,- / Buah
14 | Timbangan Pegas; Rp. 2.500,-/ Byuah
15 | Timbangan Kuadran; Rp. 2.500.-/ Buah
16 | Timbangan Bobot Ingsut Meja; Rp. 2.500,-/ Buah
17 | Timbangan Bobot Ingsut Tanah; Rp. "2.500,- / Buah
g | Timbangan Cepat Meja; Rp. 2.500,- / Buah
19 | Timbangan Cepat Tanah; Rp. 2.500,- / Buah
20 | Timbangan Jembatan; Rp. 50.000,- / Unit
21 | Tangki Ukur Mebil; Rp. 20.000,- / Unit
22 | Pompa Ukur BBM; Rp. 25.000,- / Unit
23 | Neraca Analisa; Rp. 2.500,-/ Buah
24 | Timbangan Elektronik; | Rp. 10.000.- / Buah
25 | Argo Taxi; Rp. 10.000,- / Unit
26 | KWH Listrik; Rp. 5.000,-/ Unit
BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribus; yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gowa.

11
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BAB IX ‘

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUS) 1y,

TAN(;
Pasal 11

Masa reiribusi adalah jangka wakiu yang lamanys | (saty) (g},
Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkanny, Ky
dlzy

dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dergan menggunakan SKRD atau dokemen laj;

yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14 S
vaktun |
bayar tepat pada wakil ;

; npa & '
ministras! perupa UME =
atau kurdz

Dalam ha! wajib retribusi tidak mem

kurang membavar, dikenakan sanksi ad
yang terutan

TRD. i
L
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BAB Xl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(H Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Untuk retribusi  vang terutang berdasarkan jangka  wakty
pemakaian, pembayaran rclribusi dilakukan setelah berakhirnya
jangka waktu pemakaian; .

(3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan;

(4) Tata cara pembayaran, penvetoran retribusi diatur dengan . Surat

Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

I) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. retribusi
dikeluarkan setelah 7 (tujuhj hari sejak jatuh tempo;

2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus

melunasi retribusinya yang terutang;

13

pu——
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3) Surat teguran sebagaimana dimaksyd pad
a

. yat (I) _
oleh Pejabat yang berwenang, | d'kt‘h.a
i
!

BAB XII|
PENGURANGAN, KERINGANAN .,
PEMBEBASAN RETRIBU

Pasal 17

(1) Kepala Daerah dapat membeiikan pengurangan, Keringap
an

by |
pembebasan retribusi;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribus; sebagaimyy,

dimaksud pasal ini ayat (1) dengan memperhatikan kemampy |

wajib retribusi;
(3) Taia cara pengurangan, keringanan dan pembebasan refrbu

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA
" Pasal 18
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibaniy? sehirés

i a6 (eﬂﬁl“)

merugikan keuangan daerah diancam Pidana paling !am( 5
000

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp- 5.000.

rupiah ); p
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- Te———

|
2 Tindak Pidana yang dimaksud pada aya (1) Pasal ini adalah

tindak nidana pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah
daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik  untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di maksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
(2) Wewenang penyidik sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan tindak pidanan dibidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih  lengkap dan
jelas ; ' .

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

diiakukan sehubungan dengan tindak pidana retribust;

15
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f 1=}

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atay 1

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribyg;

daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan  dokumep.

dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidan,

retribusi dacrah;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buky;

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain gser,
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tuggg
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saati pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah
sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi; |

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perle uniuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum

yang dapat dipertanggung jawabkan.

16
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3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pe
kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-undang Nomor 8 Tah

berilﬂhllkan
“Yidikannya

yang diatyr
un 198] Tentang Hykym
Acara Pidana (Lembaran Negara R} Tahun 198] Nomor 76

Tambahar Lembaran Negara RI Nomor 3209),

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

(1) Dengan berlakunya Peraturar: Daerah ini, maka segala ketentuan
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak

berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai ieknis pelaksanaannya akan ditetapkan  dengan

Keputusan Kepala Daerah.

17
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Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga] diundap, ol

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkg, Pen
stmdan
&

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam ey, A
N Dy

(8
Kabupaten Gowa. 5

Disahkan di Sungguminasa

Pada tanggal 14 Januarj A0
J

BUPATI GOWA

CAP/TTD

DRS. H. HASBULLAH DJABAR, MSi

Diundangkan di Sungguminasa
Pada Tanggal 15 Januan 2003

SEKRETARIS “AERAH ABUPATEN GOwA

A SULHAM HASAN MS;i

PANéKAT—- PEMBINA UTAMA My,
NIP - 580 008 417 =

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN g

0
NOMOR 02 SERI C WA TAHUN 2003

18
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